Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Tentang Larangan Iklan, Reklame, Promosi Dan Sponsorship Dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok by Saiful Akmal, 2001038202
1  
NASKAH AKADEMIK 
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA 
KOTA BANDA ACEH 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMOR ….TAHUN… 
TENTANG 
LARANGAN IKLAN, REKLAME, PROMOSI DAN 
SPONSORSHIP DAN PENGENDALIAN TEMPAT 
PENJUALAN ROKOK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOTA TAHUN 2019
2  
KATA PENGANTAR 
 
Bahwa pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan amanat dari 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang dimana pada Pasal 115 ayat (2) 
mendelegasikan Pemerintah daerah wajib menetapkan KTR diwilayahnya. Kemudian 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 pada pasal 52, Pasal 49 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 pada Pasal 25 kembali menegaskan 
Pemerintah Walikota wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya 
dengan Peraturan Walikota, dan juga dengan adanya Surat Edaran dari Menteri 
Dalam Negeri Nomor 440/7468/Bangda memperkuat untuk mewajibkan 
Pemerintah Walikota untuk membentuk pengaturan mengenai Larangan Iklan, 
Reklame, Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok. 
Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa 
Rokok, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Larangan Iklan, Reklame, 
Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok. 
 Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menemukan bahwa prevalensi 
perokok di Aceh pada penduduk usia di atas 10 tahun sebesar 28,8 persen. Namun yang 
memprihatinkan, prevalensi merokok pada remaja (10-18 tahun) di Indonesia sejak 
tahun 2013 terus meningkat. Berdasarkan Riskesdas 2013 tercatat sebesar 7,2 persen, 
lalu meningkat menjadi 8,8 persen dalam Sirkesnas 2016. Persentase itu melonjak 
menjadi 9,1 persen pada Riskesdas 2018. 
Studi ini berfokus di Kota Banda Aceh, ibukota provinsi Aceh, yang saat ini 
menduduki menduduki peringkat kelima jumlah perokok nasional (Riskesdas, 
2013). Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh tahun 2016, 
kota Banda Aceh dengan populasi penduduk sebesar 259.913 jiwa, memiliki jumlah 
perokok sebesar 41% yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 (Riskesdas, 2013). 
Dengan komposisi perokok laki-laki sebesar 27.83%, dan 0.18% perokok 
perempuan (Statistik, 2016).  Berdasarkan Riskesdas (2007), persentase perokok tiap 
hari pada remaja usia di atas 10 tahun di kota Banda Aceh mencapai 44% (kelompok 
usia 15-19 tahun). 
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Banda Aceh mempunyai latar belakang sosial budaya yang unik dan berbeda 
dengan daerah lainnya di Indonesia. Pengalaman konflik yang berkepanjangan 
dengan pemerintah  pusat (1990-2000) serta kehancuran baik aspek fisik dan psikis 
akibat bencana alam gempa bumi dan Tsunami tahun 2004, menjadikan Aceh, 
khususnya kota Banda Aceh harus menghadapi dan menjalani berbagai 
transformasi sosial, budaya, kesehatan, ekonomi, dan politik yang dinamis dan 
penuh tantangan, termasuk dalam hal perkembangan dan perilaku social budaya 
remajanya. Terutama dengan predikat kota Banda Aceh sebagai ‘kota seribu 
warung kopi’, kebiasaan minum kopi dan merokok bukan hanya merupakan produk 
budaya warisan generasi terdahulu Aceh, saat ini telah menjadi trend dan gaya hidup 
yang melekat kuat dikalangan anak muda Aceh.  
Berdasarkan fakta yuridis dan fakta empiris di atas, maka Tim Penyusun 
Raperwal tentang Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship dan 
Pengendalian Tempat Penjualan Rokok menyusun dan mengusulkan Naskah 
Akademik ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan 
Walikota tentang Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship dan 
Pengendalian Tempat Penjualan Rokok Kota Banda Aceh. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. LATAR BELAKANG 
Konsumsi rokok merupakan masalah penting yang memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kesehatan serta ekonomi rumah tangga bahkan negara. Oleh sebab 
itu pentinglah suatu aturan untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut. 
Beberapa dasar yang menjadi acuan pengaturan dasar penerapan peraturan 
walikota khusus mengenai Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship dan 
Pengendalian Tempat Penjualan Rokok yaitu : 
1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal , dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 
Pasal ini menjelaskan hak yang dapat diperoleh warga negara.1 
2. Pasal 9 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” 
Pasal ini menjelaskan hak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat 
adalah hak dari setiap orang.2 
3. Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan “Pemerintah Daerah wajib menentapkan kawasan tanpa rokok 
di wilayahya.” Sesuai dengan ayat 1 “Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 
tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, 
angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang 
ditetapkan.” Pasal ini menjelaskan adanya kewajiban Pemerintah Daerah 
untuk membuat peraturan berkaitan dengan KTR.3 
4. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan 
Rokok Bagi Kesehatan “Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan 
tanpa rokok didaerahnya” pasal ini menjelaskan kewenangan yang 
                                                        
1 Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 
2 Pasal 9 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
3 Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
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diberikan oleh Peraturan Pemerintah mengenai Larangan Iklan, Reklame, 
Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok 
yang harus segera di implementasikan dengan membuat peraturan walikota 
masing-masing kota agar Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan 
Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok dapat 
terealisasikan.4 
5. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang 
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif “Dalam rangka 
penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa 
Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
Wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya Pasal 52 Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan Bahan yang 
mengandung Zat Adiktif “Pemerintah Daerah wajib penetapkan Kawasan 
Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah. Pasal ini juga 
menjadi dasar kewenangan untuk membuat Peraturan Walikota mengenai 
Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian 
Tempat Penjualan Rokok.5 
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/945/SJ tanggal 17 April 
2008 perihal Peringatan Hari Tanpa Tembakau sedunia dan Larangan 
Merokok di tempat Umum dan Ruang Kerja.
6
 
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
440/7468/Bangda tentang Pembentukan Peraturan daerah tentang Kawasan 
Tanpa Rokok di Daerah 
Seringkali kita dengar argumen perokok yang menyatakan bahwa merokok 
adalah hak asasi manusia (HAM). Sekilas, alasan ini terkesan masuk akal. Namun, 
apabila kita kaji lebih dalam, kenyataan yang ada justru berkebalikan dengan argumen 
tersebut. Hak setiap orang untuk menikmati udara sehatlah yang merupakan hak asasi 
manusia. Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan ”Setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
                                                        
4 Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 
5 Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan Bahan yang 
mengandung Zat Adiktif 
6 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/945/SJ 
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dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Indonesia juga memiliki 
Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 
Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pasal 12 Kovenan 
Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatur hak setiap 
orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan 
mental. Dalam kerangka ini, negara pihak terikat kewajiban untuk menghormati, 
melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia (Konvensi Wina, 1993). 
Terkait dengan persepsi perokok bahwa ‘merokok merupakan hak asasi’, 
Direktur Jenderal HAM Kementrian Hukum dan HAM, Prof. Dr. Harkristuti 
Harkrisnowo menyatakan bahwa merokok tidak termasuk hak asasi manusia. 
Upaya melarang orang merokok di tempat-tempat tertentu juga bukanlah 
pelanggaran HAM. Dalam kenyataan, merokok umumnya berkonotasi negatif 
karena ada pihak yang merasa terganggu jika perokok merokok di sembarang 
tempat. (Paparan ini disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan di Hotel 
Grand Melia, 11 Januari 2011). Jika kembali kepada filosofi HAM, HAM merupakan 
hak dasar yang melekat pada martabat manusia. Salah satu bagian HAM adalah hak 
untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental, 
sebagaimana tercantum dalam Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya. 
Statistik konsumsi rokok dunia pada 2014 kembali meneguhkan posisi 
Indonesia sebagai salah satu negara konsumen rokok terbesar sejagat. Konsumsi rokok 
dunia mencapai 5,8 triliun batang, 240 miliar batang (4,14 persen) di antaranya 
dikonsumsi oleh perokok Indonesia. Angka konsumsi rokok ini menempatkan 
Indonesia sebagai negara pengkonsumsi rokok terbesar ke empat dunia setelah China 
(2,57 triliun batang), Rusia (321 miliar batang), dan Amerika Serikat (281 miliar 
batang) (Koran Tempo, 30 September). 
Statistik konsumsi rokok masyarakat Indonesia tersebut nampaknya sejalan 
dengan tingginya prevalensi merokok di tanah air. Hasil Global Adult Tobacco Survey 
(GATS) pada 2011 memperlihatkan bahwa jumlah pengguna tembakau, baik berupa 
rokok maupun penggunaan lainnya tanpa asap (smokeless form), mencapai 61 juta 
orang atau mencakup sekitar 36 persen dari total penduduk Indonesia. 
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menemukan bahwa prevalensi 
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perokok di Aceh pada penduduk usia di atas 10 tahun sebesar 28,8 persen. Namun 
yang memprihatinkan, prevalensi merokok pada remaja (10-18 tahun) di Indonesia 
sejak tahun 2013 terus meningkat. Berdasarkan Riskesdas 2013 tercatat sebesar 7,2 
persen, lalu meningkat menjadi 8,8 persen dalam Sirkesnas 2016. Persentase itu 
melonjak menjadi 9,1 persen pada Riskesdas 2018.7 
Studi ini berfokus di Kota Banda Aceh, ibukota provinsi Aceh, yang saat ini 
menduduki menduduki peringkat kelima jumlah perokok nasional (Riskesdas, 2013). 
Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh tahun 2016, kota 
Banda Aceh dengan populasi penduduk sebesar 259.913 jiwa, memiliki jumlah 
perokok sebesar 41% yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 (Riskesdas, 2013). 
Dengan komposisi perokok laki-laki sebesar 27.83%, dan 0.18% perokok perempuan 
(Statistik, 2016).  Berdasarkan Riskesdas (2007), persentase perokok tiap hari pada 
remaja usia di atas 10 tahun di kota Banda Aceh mencapai 44% (kelompok usia 15-19 
tahun). Diikuti dengan rendahnya kebiasaan makan cukup sayur dan buah yang juga 
mengalami penurunan. Dari angka-angka tersebut menjadikan faktor-faktor risiko 
penyakit tidak menular mengalami peningkatan.8 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melaporkan 96,4 
persen dari penerimaan cukai disumbangkan dari cukai rokok, sebesar Rp 139,5 
Triliun pada tahun 2015. Di sisi lain, menurut data dari Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan kerugian makro ekonomi yang 
ditimbulkan akibat konsumsi rokok pada tahun 2015 terdiri dari kerugian kehilangan 
tahun produktif (morbiditas,disabilitas, dan kematian dini) sebesar Rp 
374.06 Triliun, Kerugian Belanja kesehatan total (rawat inap) sebesar Rp 13.67 
Triliun, kerugian Belanja Kesehatan Total (rawan jalan) sebasar Rp 0.05 Triliun , dan 
Kerugian belanja Rokok senilai Rp 208.83 Triliun. Total dari kerugian tersebut senilai 
Rp 596.61 Triliun. Angka tersebut sangat berbeda dengan angka penerimaan cukai 
rokok yang hanya sebesar Rp 139, 5 Triliun saja. 
WHO (World Health Organization) juga mengungkapkan data akibat dari 
konsumsi rokok di Indonesia yang menyebutkan bahwa konsumsi tembakau telah 
                                                        
7 Riskesdas 2013, Sirkesnas 2016, Riskesdas 2018 
8 Pengaruh Iklan Rokok Terhadap Perilaku Merokok dan Persepsi Siswa di Kota Banda Aceh Tahun 
2018. Hlm 2 
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membunuh sebanyak 225.720 orang setiap tahunnya angka tersebut menyumbangkan 
14, 7 % dari angka semua kematian yang berada di Indonesia.9 
Pada saat ini, angka konsumsi rokok di Indonesia mencapai 15% pengeluaran 
pada kelompok keluarga berpenghasilan paling rendah. rokok merupakan salah satu 
penyumbang terbesar bagi tingginya angka kemiskinan di Provinsi Aceh, hal itu 
disebabkan lebih dari 15 persen penghasilan perokok digunakan untuk membeli rokok. 
70 persen perokok diketahui warga menengah ke bawah dan sisanya warga menengah 
ke atas.10 
Dari sisi medis, dampak konsumsi rokok terhadap kesehatan telah diketahui 
sejak lama. Hal ini dibuktikan oleh berbagai data dan fakta yang dimuat dalam ribuan 
artikel ilmiah. Berbagai penelitian dan pengkajian tersebut menunjukkan hubungan 
kausal antara konsumsi rokok dengan terjadinya berbagai penyakit. Dari penelitian 
tentang tembakau dan produk-produk yang berasal dari tembakau (rokok) dapat 
disimpulkan bahwa produk tembakau atau rokok membahayakan kesehatan si perokok 
dan lingkungannya. Konsumsi rokok mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu 
(perokok aktif) dan masyarakat lingkungannya (perokok pasif) karena di dalam 
sebatang rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin 
yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Kedua zat ini dapat 
mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung dan pembuluh 
darah, impotensi, emfisema, stroke, bronkitis kronik, pneumonia, hipertensi, TBC, dan 
gangguan kehamilan. 
Setiap sedutan rokok menyerupai satu sedutan maut. Di antara kandungan asap 
rokok termasuklah aceton (bahan pembuat cat), naftalene (bahan kapur barus), arsen, 
tar (bahan karsinogen penyebab kanker), methanol (bahan bakar roket), vinyl chloride 
(bahan plastik PVC), phenol butane (bahan bakar korek api), potassium nitrate (bahan 
baku pembuatan bom dan pupuk), polonium-201 (bahan radioaktif), ammonia (bahan 
pencuci lantai) dan sebagainya. Racun yang paling utama ialah tar, nikotin, dan karbon 
monoksida (Jaya, 2009). 
Menurut Jurnal Spectrum, Merokok merupakan salah satu penyebab terjadinya 
                                                        
9 Factsheet 2018 INDONESIA . World Health Organization. Sheet 1. 
10 Generasi Warung Kopi, http://aceh.tribunnews.com/ Tahun 2016 
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90% kanker paru-paru pada laki-laki dan 70% pada perempuan. Merokok juga menjadi 
22% penyebab dari seluruh dari seluruh penyebab penyakit jantung dan pembuluh 
darah, bahkan merokok juga menyebabkan kematian. Riset memperkirakan bahwa 
orang yag memulai untuk merokok pada usia remaja dan terus menerus merokok 
sampai dua dekade1. Jumlah kematian di Indonesia 12,7% di antaranya disebabkan 
oleh penyakit yang timbul karena pola konsumsi rokok dan Aceh merupakan salah 
satu provinsi yang angkakejadianmerokoknyajugatinggiyaitu 29,3% 
Dengan kandungan ribuan zat mematikan, rokok telah menjadi faktor utama 
penyebab kematian yang mengancam kesehatan miliaran laki-laki, perempuan, dan 
anak-anak. Sampai saat ini, sebagian besar dari 1,3 miliar perokok di dunia tinggal di 
negara sedang berkembang yang tingkat pendapatan penduduknya masih 
memprihatinkan. Ironisnya, lebih dari 80 % kematian terkait rokok terjadi di negara- 
negara sedang berkembang (MPOWER,”Upaya Pengendalian Konsumsi Tembakau”, 
halaman 1). 
Ada temuan lain yang menunjukkan betapa berbahayanya asap rokok bagi 
perempuan. Pada perempuan yang suaminya adalah perokok, risiko terkena kanker 
paru 30% lebih tinggi daripada perempuan yang suaminya bukan perokok. Temuan ini 
dimuat dalam Jurnal Lion International Agency for Research on Cancer (2004). 
Padahal, sudah tidak terbantahkan bahwa balita dengan gizi kurang berisiko 
mengalami keterlambatan perkembangan mental serta meningkatkan morbiditas dan 
mortalitas akibat rentan terhadap penyakit. Konsekuensi jangka panjangnya: prestasi 
sekolah buruk, kapasitas intelektual lemah, dan kemampuan kerja kurang sehingga 
masalah yang timbul akibat merokok mengancam hilangnya sebuah generasi (lost 
generation). 
Fenomena kematian dan kesakitan yang diakibatkan oleh konsumsi rokok 
sebetulnya bisa diredam melalui upaya pemerintah dengan menegakkan peraturan dan 
perundang-undangan yang berfungsi melindungi penduduk Indonesia yang memiliki 
hak untuk hidup sehat dan bebas dari paparan asap rokok. 
Keberadaan iklan rokok di dekat sekolah masih terjadi di Kota Banda Aceh. 
Iklan rokok tidak hanya berbentuk papan iklan, tetapi juga spanduk. Selain itu, iklan 
rokok juga berbetuk papan nama toko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 
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67 persen respoden menilai terdapat papan iklan rokok di dekat likungan sekolah. 
   
Gambar 7. Terdapat Papan Iklan Rokok di Dekat Sekolah (kanan) dan Terdapat 
Spanduk Iklan Rokok di Dekat Sekolah (kiri) 
 
 Sebanyak 61 persen responden juga menilai bahwa terdapat spanduk iklan rokok 
di dekat sekolah. Kondisi ini sangat memperhatikan dimana siswa dapat dengan mudah 
menjumpai iklan rokok di dekat lingkungan sekolah. Hasil tabel silang menunjukkan 
bahwa 89 siswa perokok menilai bahwa mereka menjumpai papan iklan rokok dekat 
dengan sekolah mereka. Sedangkan 101 siswa merokok menilai bahwa mereka 
menjumpai spanduk iklan rokok dekat dengan SMU. 
 
Tabel 4. Tabel Silang Siswa Perokok dan Keberadaan Iklan Rokok  
di Banda Aceh 
Siswa 
Terdapat Papan  
Iklan Rokok Total 
Terdapat Spanduk   
Iklan Rokok Total 
Tidak Iya Tidak Iya 
Tidak 107 125 232 98 134 232 
Merokok 44 89 133 32 101 133 
Total 151 214 365 130        235 365 
 
 Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa siswa menilai bahwa jenis iklan yang 
sering dijumpai hampir sama yaitu antara papan iklan, poster iklan, dan spanduk. Hasil 
penilaian kemudahan menemukan iklan menunjukkan bahwa 82 persen menilai bahwa 
sangat mudah menjumpai iklan rokok di Kota Banda Aceh (lihat Gambar 8). Hasil ini 
tentunya masih jaudh dari rencana pencapaian kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota 
Banda Aceh yaitu membatasi wilayah iklan rokok. 
67%
33%
Ya Tidak
61%
39%
Ya Tidak
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Gambar 8.  Jenis Iklan Rokok yang Sering dijumpai (kanan) dan Penilaian 
terhadap Kemudahan Menemukan Iklan Rokok (kiri) 
Seluruh fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh memerlukan 
peraturan Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian 
Tempat Penjualan Rokok. Hal ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar dalam 
kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. 
B. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN 
Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah: 
1. Tersusunnya dasar-dasar pemikiran dan prinsip-prinsip dasar terhadap materi 
muatan Rancangan Peraturan Walikota yang dilandasi kajian ilmiah dalam 
bentuk laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Walikota tentang 
Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian 
Tempat Penjualan Rokok. 
2. Memuat gagasan konkret yang telah ditinjau secara sistemik, holistik, dan 
futuristik sehingga dapat ditinjau dari ilmu hukum dan politik hukum. 
C. IDENTIFIKASI MASALAH 
1. Permasalahan apa yang dihadapi serta bagaimana permasalahan tersebut dapat 
diatasi terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan 
Pengendalian Iklan, Reklame, Promosi dan Sponshorship Produk Tembakau? 
2. Mengapa perlu disusun Rancangan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh 
32%
29%
39%
Papan Iklan Poster Spanduk
82%
18%
Ya Tidak
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tentang Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship dan 
Pengendalian Tempat Penjualan Rokok sebagai dasar hukum penyelesaian 
atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan 
bermasyarakat? 
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis 
pembentukan Rancangan Peraturan Walikota tentang Larangan Iklan, 
Reklame, Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan 
Rokok? 
 
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN 
1. Tujuan 
Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai bahan dasar yang 
memberikan pokok-pokok pemikiran atau gagasan dan aspirasi aktual yang 
berkembang baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah mengenai Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan 
Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok. 
Substansi penerapan Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship 
dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok nantinya akan diharapkan 
terwujudkan kawasan yang bersih, sehat, dan bebas asap rokok di Rumah, tempat 
umum, sarana kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat 
ibadah, tempat kerja dan angkutan umum. Selain itu, Perwali ini diharapkan efektif 
dalam penerapan sanksi hukum dan sosial bagi pelanggar. Tidak kalah penting, 
perwali ini juga diharapkan mampu mewujudkan koordinasi efektif antara 
pemerintah dan asosiasi publik untuk mengawal, menerapkan, dan menegakkan 
Perwali ini. 
Tujuan penerapan kebijakan Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan 
Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok di Kota Banda Aceh 
adalah terwujudnya dan meningkatnya derajat kesehatan dan terpenuhinya hak 
kesehatan masyarakat, pengurangan konsumsi rokok di masyarakat khususnya dari 
kalangan masyarakat miskin, menurunnya jumlah perokok pemula (anak-anak dan 
remaja) serta meningkatnya kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara. Selain 
itu, penerapan kebijakan  ini  juga  akan membantu dipenuhinya hak asasi manusia 
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akan udara yang sehat, derajat kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, serta 
informasi yang benar tentang bahaya merokok dan diakhiri dengan perwujudan 
Kota Banda Aceh sebagai kota sehat dan kota layak anak. 
 
2. Manfaat 
Manfaat Naskah Akademik ini adalah: 
a. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRA) Kota Banda Aceh, dan masyarakat 
Kota Banda Aceh secara umum mengenai urgensi, konsep dasar, dan 
konsep hirarki penegakan Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan 
Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok, yang wajib 
diacu dan diakomodasi dalam bentuk peraturan walikota yang nantinya 
akan mendukung terciptanya Kota Banda Aceh yang 100% bebas asap 
rokok. 
b. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, DPRA 
Kota Banda Aceh, dan masyarakat Kota Banda Aceh mengenai urgensi 
penyusunan peraturan walikota baru yang mendukung penegakan 
Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian 
Tempat Penjualan Rokok dan terwujudnya Kota Banda Aceh 100% bebas 
asap rokok. 
c. Mempermudah perumusan asas-asas dan tujuan serta pasal-pasal yang akan 
diatur dalam peraturan walikota yang baru tentang Larangan Iklan, 
Reklame, Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian Tempat 
Penjualan Rokok. 
 
E. METODE PENELITIAN 
Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan 
penelitian (hukum). Oleh karena itu, metode penyusunan naskah akademik adalah 
metode penelitian hukum yang sekurang-kurangnya memuat: 
1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, 
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antara lain metode yuridis normatif atau studi kepustakaan hukum.11 
2. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam 
penyusunan Naskah Akademik, antara lain: 
a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Yang terdiri 
dari: 
1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia; 
3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 
Daerah sebagai telah dibuat terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang 
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa 
Produk Tembakau Bagi Kesehatan; 
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2013 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan; 
7) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
440/745/Bangda Perihal Penerapan Regulasi Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di Daerah; 
8) Berbagai produk hukum atau peraturan perundang- undangan 
yang terkait dengan pengaturan mengenai kesehatan, 
lingkungan dan hak asasi manusia. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan 
bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu: 
1) Buku-buku ilmiah terkait; 
                                                        
11 Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 
(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar), hlm 34 lihat juga Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 
Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Hlm.118.  
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2) Hasil penelitian terkait; 
3) Jurnal-jurnal terkait baik nasional dan internasional; 
4) Doktrin, pendapat, dan kesaksian ahli hukum kesehatan terkait 
dengan Kawasan Tanpa Rokok baik tertulis maupun tidak 
tertulis. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedi 
d. Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai lengkap bahan 
hukum, yaitu: 
1) Bahan buku tentang Kesehatan dan Kawasan Tanpa Rokok; 
2) Bahan buku tentang Iklan rokok. 
3) Hasil Penelitian tentang Kesehatan dan Kawasan Tanpa Rokok 
dalam Perspektif non hukum; 
4) Jurnal Tentang Kesehatan dan Kawasan Tanpa Rokok dalam 
perspektif non hukum. 
Untuk mendapatkan bahan sebagaimana dimaksud di atas, metode yang 
digunakan antara lain adalah : 
a) Focus Group Discussion (FGD) 
FGD diharapkan dapat menggali data dan informasi yang diperlukan 
berhubungan dengan gagasan-gagasan pengaturan, jangkauan, objek, atau 
arah pengaturan mengenai Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan 
Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok sesuai prinsip-
prinsip rasional, kritis, obyektif, dan impersonal dari berbagai sumber 
b) Studi Pustaka 
Studi pustaka dilaksanakan untuk memperoleh data sekunder berupa 
berbagai makalah dari seminar; diskusi dengan beberapa nara sumber yang 
mempunyai keahlian di bidang berkaitan dengan aspek-aspek yang 
berkaitan dengan pengaturan mengenai Larangan Iklan, Reklame, Promosi 
dan Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok. Masukan 
dari para nara sumber merupakan satu rangkaian dalam proses 
penyempurnaan dan sekaligus menjaring aspirasi dari pemangku 
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kepentingan. 
3. Metode Analisis 
Sesuai dengan permasalahan dan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan agar 
penyusunan naskah akademik sejalan dengan asas yang ditetapkan dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan naskah 
akademik menggunakan pendekatan analisis, antara lain analisis kualitatif. 
Dalam melakukan analisis, hal-hal yang diperhatikan antara lain: 
 
a) Aspek empiris, bahwa norma-norma yang termuat dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan ditinjau dari permasalahan saat ini dan masa 
mendatang dengan kehadiran suatu Rancangan Peraturan Walikota. Dalam 
analisis ini disampaikan hak, tugas, dan kewajiban serta tanggung jawab 
termasuk pembinaan, dan pengawasan atau secara umum terkait dengan 
pengaturan mengenai Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan 
Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok; 
b) Aspek yuridis, yaitu norma-norma yang termuat dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan bentuk pelaksanaannya sebagai bahan materi 
muatan Rancangan Peraturan Walikota, dengan cara menggali berbagai 
dinamika dan realita dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan pengaturan Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan 
Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok; 
c) Aspek teori hukum, antara lain: 
(1) Prinsip-prinsip dalam pembentukan norma termasuk perumusan sanksi 
administrasi dan pidana atau bentuk-bentuk pelanggaran; 
(2) Konstruksi bentuk sanksi baik sanksi administratif maupun pidana 
termasuk besarannya; 
(3) Prosedur penegakan hukum acara pidana melalui mekanisme tindak 
pidana ringan. 
d) Aspek bahasa hukum, bahwa perumusan dilakukan sesuai  kaidah  bahasa 
hukum namun mudah dipahami setiap orang tanpa mengabaikan kaidah 
Bahasa Indonesia 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 
 
A. KAJIAN TEORITIS 
Rokok dan produk sejenisnya yang berasal dari tembakau, bila digunakan 
(dibakar dan diisap) dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu 
(perokok aktif) dan masyarakat lingkungannya (perokok pasif). Hal ini 
dikarenakan di dalam tembakau (dan rokok) terdapat kurang lebih 7.000 (tujuh 
ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat 
karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, 
penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan 
gangguan kehamilan (TCSC IAKMI, 2009: 93-94). 
Bayi dan anak yang terpapar asap rokok menunjukkan peningkatan 
kemungkinan terkena infeksi saluran pernafasan bagian bawah, penyakit telinga 
bagian tengah, gejala penyakit saluran nafas kronik, asma, menurunnya fungsi paru 
yang berkaitan dengan menurunnya tingkat pertumbuhan paru, dan meningkatkan 
terjadinya sudden infant death syndrome (SIDS). 
Di samping itu, penggunaan tembakau mengekalkan kemiskinan, yang 
berdampak pada kesehatan orang-perorangan, kesejahteraan rumah tangga dan 
perekonomian negara (TCSC IAKMI, 2009: 22-23). Data penelitian menyebutkan 
bahwa rakyat yang paling miskin di Indonesia menghabiskan 15% total 
pengeluaran anggaran pribadi mereka untuk rokok. 
Sebagian besar (91,8%) perokok yang berumur 10 tahun ke atas menyatakan 
bahwa mereka melakukan kebiasaan merokok di rumah ketika bersama-sama 
dengan anggota keluarga lainnya (Lenni Arta F.S. Sinaga, 2008). Prevalensi 
perokok pasif tertinggi terdapat pada umur antara 0-14 tahun yaitu sekitar 
43.018.678 orang yang merupakan 70% dari total penduduk berumur 0- 14 tahun. 
Fakta membuktikan bahwa perilaku merokok pada usia dini sangat mempengaruhi 
tingkat intelegensi anak, makin tingginya jumlah perokok pada usia < 15 tahun 
merupakan ancaman terhadap kualitas generasi Bangsa Indonesia yang akan 
datang (lost generation). 
Mutu suatu negara tergantung pada kemampuannya untuk memenuhi 
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kebutuhan rakyat dengan baik, karena negara dibentuk untuk menyelenggarakan 
hidup yang baik bagi semua warganya. Dengan demikian, salah satu fungsi negara 
adalah memajukan kesejahteraan umum, yaitu dengan menciptakan satu basis 
kemakmuran bagi seluruh rakyat. Salah satu indikator kemakmuran itu adalah 
tingginya derajat kesehatan masyarakat dengan keserasian lingkungan. Sehat 
merupakan idaman setiap orang, yaitu kondisi dimana jiwa dan raga bebas dari 
penyakit. Bagi suatu bangsa, kesehatan adalah investasi pembangunan sekaligus 
modal untuk meningkatkan produktivitas warga negaranya. 
Secara umum, kewajiban negara ini dibedakan ke dalam tiga bentuk 
kewajiban yaitu: 
1. Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), meliputi; 
a. Kewajiban untuk menghormati persamaan akses atas pelayanan kesehatan 
dan tidak menghalangi orang-orang atau kelompok tertentu terhadap akses 
mereka terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia; 
b. Kewajiban untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat 
menurunkan kesehatan masyarakat, seperti perbuatan yang dapat 
menimbulkan pencemaran; 
2. Kewajiban untuk melindungi (obligation to protect), meliputi; 
a. Kewajiban untuk melakukan langkah-langkah di bidang legislasi  atau pun 
tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses terhadap jasa kesehatan 
apabila jasa tersebut disediakan oleh pihak ketiga. 
b. Kewajiban untuk melakukan langkah-langkah di bidang legislasi  atau pun 
tindakan lainnya untuk melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan 
yang dilakukan pihak ketiga. 
3. Kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill) meliputi; 
a. Kewajiban negara untuk membuat kebijaksanaan kesehatan nasional dan 
menyediakan anggaran negara untuk anggaran kesehatan; 
b. Kewajiban untuk menyediakan jasa-jasa kesehatan yang penting atau 
menciptakan kondisi di mana setiap individu dapat memperoleh akses yang 
layak dan memadai atas jasa kesehatan, termasuk di dalamnya atas asuransi 
kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang memadai. 
Dari ketiga kewajiban tersebut, maka hak konstitusional untuk sehat (right   to 
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health) adalah Hak Asasi Manusia yang dapat dijabarkan ke dalam 3 (tiga) hal yaitu: 
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan kesehatan. 
2. Setiap warga negara berhak mendapatkan pemeliharaan dan pelayanan 
kesehatan. 
3. Setiap upaya, usaha, produk yang dapat mengakibatkan kesakitan atau 
kematian adalah melanggar Hak Asasi Manusia. 
Dengan mempertimbangkan ketiga hak tersebut, maka penyusunan Raperwil 
tentang Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian 
Tempat Penjualan Rokok didasarkan pada pertimbangan: 
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang menegaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia bertujuan 
untuk memajukan kesejahteraan umum; 
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1) dan hak memperoleh informasi yang 
benar, jelas, dan jujur (Pasal 28F); 
3. Pemerintah wajib mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat, 
dengan memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat dan melindungi 
masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari rokok dan produk 
sejenisnya, sehingga tercapai derajat kesehatan individu, keluarga, dan 
masyarakat yang optimal; 
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 9 yang mengatur tentang 
a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 
meningkatkan taraf kehidupan; 
b. Setiap orang berhak hidup teteram, aman, damai, bahagia, sejahtera 
lahir dan batin; 
c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
Selanjutnya Pasal 14 mengatur tentang : 
1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
yang diperlukan untuk mengembangkan lingkungan sosialnya; 
2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
21  
menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan 
bahwa tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat cairan dan 
gas bersifat adiktif yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan 
individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung
maupun tidak langsung sehungga diperlukan upaya perlindungan 
kesehatan masyarakat; 
Selanjutnya Pasal 115 ayat (1) Kawasan Tanpa Rokok antara lain: 
1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 
2) Tempat proses pelajar mengajar; 
3) Tempat anak bermain; 
4) Tempat ibadah; 
5) Angkutan umum; 
6) Tempat kerja; dan 
7) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 
(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di 
wilayahya. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan 
Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi 
Kesehatan pada pasal 25 hingga pasal 40 yang mengatur tentang 
peredaran/iklan/ dan media luar ruang. Selanjutnya 49 yang menyatakan 
dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung 
Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan 
Pemerintah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok dan pasal 52 yang 
menyatakan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa 
Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah. 
Materi pokok atau substansi yang berkaitan dengan perlindungan 
kesehatan masyarakat dari dampak hasil tembakau meliputi: 
1. Perlindungan kesehatan masyarakat 
a. Negara memberikan perlindungan terhadap seluruh warga, khususnya 
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anak-anak dari promosi, sponsor, dan iklan rokok; 
b. Negara berkewajiban melindungi masyarakat dari paparan asap rokok 
orang lain; 
c. Negara berkewajiban menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan 
edukasi tentang bahaya rokok; 
d. Negara berkewajiban menyediakan layanan pengobatan penyakit akibat 
rokok; 
e. Negara berkewajiban menyediakan klinik berhenti merokok; dan 
f. Perokok pasif harus dilindungi terhadap bahaya nikotin dan zat-zat 
berbahaya lainnya yang terkandung dalam asap rokok. 
2. Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
Norma-norma yang dapat dibuat antara lain adalah: 
a. Larangan merokok di fasilitas kesehatan, tempat proses belajar- 
mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, sarana 
olahraga, tempat kerja, dan tempat umum; 
b. Larangan diadakan fasilitas khusus merokok di dalam dan luar gedung; 
c. Larangan mengiklankan, mempromosikan dan memberikan sponsor 
rokok di seluruh wilayah Kota Banda Aceh; 
d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) melalui regulasi; 
e. Pimpinan atau Pengelola suatu tempat umum wajib menjalankan dan 
mengawasi jalannya KTR; dan 
f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengadakan sosialisasi akibat 
rokok bagi kesehatan pribadi, keluarga, masyarakat, lingkungan hidup, 
dan bangsa secara menyeluruh, efisien, dan efektif. 
3. Partisipasi masyarakat 
Norma yang dapat dibuat antara lain adalah: 
a. Setiap warga atau kelompok masyarakat, pimpinan institusi, lembaga 
swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan yang bergerak 
di bidang kesehatan dapat berpartisipasi secara aktif untuk 
memberikan masukan sekaligus pengawasan terhadap jalannya 
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; 
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b. Masyarakat, termasuk organisasi sosial kemasyarakatan, dapat 
melakukan gugatan publik: gugatan perwakilan kelompok (class action), 
hak gugat LSM (legal standing), dan gugatan oleh warga negara (citizen 
law suit); 
c. Masyarakat, termasuk organisasi sosial kemasyarakatan dapat 
menyampaikan laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan 
Walikota ini. 
 
B. PRAKTIK EMPIRIS 
Statistik konsumsi rokok dunia pada 2014 kembali meneguhkan posisi 
Indonesia sebagai salah satu negara konsumen rokok terbesar sejagat. Konsumsi 
rokok dunia mencapai 5,8 triliun batang, 240 miliar batang (4,14 persen) di 
antaranya dikonsumsi oleh perokok Indonesia. Angka konsumsi rokok ini 
menempatkan Indonesia sebagai negara pengkonsumsi rokok terbesar ke empat 
dunia setelah China (2,57 triliun batang), Rusia (321 miliar batang), dan Amerika 
Serikat (281 miliar batang) (Koran Tempo, 30 September). 
Statistik konsumsi rokok masyarakat Indonesia tersebut nampaknya sejalan 
dengan tingginya prevalensi merokok di tanah air. Hasil Global Adult Tobacco 
Survey (GATS) pada 2011 memperlihatkan bahwa jumlah pengguna tembakau, 
baik berupa rokok maupun penggunaan lainnya tanpa asap (smokeless form), 
mencapai 61 juta orang atau mencakup sekitar 36 persen dari total penduduk 
Indonesia. 
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menemukan bahwa 
prevalensi perokok di Aceh pada penduduk usia di atas 10 tahun sebesar 28,8 
persen. Namun yang memprihatinkan, prevalensi merokok pada remaja (10-18 
tahun) di Indonesia sejak tahun 2013 terus meningkat. Berdasarkan Riskesdas 
2013 tercatat sebesar 7,2 persen, lalu meningkat menjadi 8,8 persen dalam 
Sirkesnas 2016. Persentase itu melonjak menjadi 9,1 persen pada Riskesdas 2018. 
Studi ini berfokus di Kota Banda Aceh, ibukota provinsi Aceh, yang saat 
ini menduduki menduduki peringkat kelima jumlah perokok nasional (Riskesdas, 
2013). Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh tahun 
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2016, kota Banda Aceh dengan populasi penduduk sebesar 259.913 jiwa, memiliki 
jumlah perokok sebesar 41% yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 
(Riskesdas, 2013). Dengan komposisi perokok laki-laki sebesar 27.83%, dan 
0.18% perokok perempuan (Statistik, 2016).  Berdasarkan Riskesdas (2007), 
persentase perokok tiap hari pada remaja usia di atas 10 tahun di kota Banda Aceh 
mencapai 44% (kelompok usia 15-19 tahun). 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melaporkan 
96,4 persen dari penerimaan cukai disumbangkan dari cukai rokok, sebesar Rp 
139,5 Triliun pada tahun 2015. Di sisi lain, menurut data dari Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan kerugian makro ekonomi 
yang ditimbulkan akibat konsumsi rokok pada tahun 2015 terdiri dari kerugian 
kehilangan tahun produktif (morbiditas,disabilitas, dan kematian dini) sebesar     
Rp  374.06  Triliun,  Kerugian  Belanja  kesehatan  total  (rawat   inap) sebesar Rp 
13.67 Triliun, kerugian Belanja Kesehatan Total (rawan jalan) sebasar Rp 0.05 
Triliun , dan Kerugian belanja Rokok senilai Rp 208.83 Triliun. Total dari 
kerugian tersebut senilai Rp 596.61 Triliun. Angka tersebut sangat berbeda dengan 
angka penerimaan cukai rokok yang hanya sebesar Rp 139, 5 Triliun saja. 
WHO (World Health Organization) juga mengungkapkan data akibat dari 
konsumsi rokok di Indonesia yang menyebutkan bahwa konsumsi tembakau telah 
membunuh sebanyak 225.720 orang setiap tahunnya angka tersebut 
menyumbangkan 14, 7 % dari angka semua kematian yang berada di Indonesia.12 
Pada saat ini, angka konsumsi rokok di Indonesia mencapai 15% 
pengeluaran pada kelompok keluarga berpenghasilan paling rendah. Ini angka 
yang sangat mengkhawatirkan. Fakta tersebut jelas kontras, mengingat jumlah 
masyarakat miskin di Kota Banda Aceh hingga bulan September 2019 jumlahnya 
mencapai 810.000 jiwa.13 
Dampak negatif penggunaan tembakau/rokok pada kesehatan telah lama 
diketahui, dan umumnya penyakit kanker paru merupakan penyebab kematian 
nomor satu di dunia. Penelitian di Inggris yang dilakukan oleh Medical Research 
                                                        
12 Factsheet 2018 INDONESIA . World Health Organization. Sheet 1. 
13 https://acehprov.go.id/news/read/2020/01/16/6938/september-2019-penduduk-miskin-aceh-
berkurang-9-ribu-orang.html (diakses pada 02 Maret 2020, pukul 09:45) 
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Council membuktikan bahwa produk tembakau merupakan zat adiktif berbahaya 
yang membawa kematian dan gangguan sosial yang lebih besar daripada ganja dan 
ekstasi. 
Di samping itu, efek asap rokok yang melekat pada peralatan furniture, 
karpet, baju, dan lain sebagainya menimbulkan risiko kesehatan. Dengan 
demikian, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada akhirnya akan membantu 
mengurangi biaya kesehatan masyarakat yang selama ini masih ditanggung oleh 
masyarakat dan negara secara bersama-sama. 
 
Merokok biasanya dimulai sejak remaja atau menjelang dewasa. Rata- 
rata perokok di Indonesia mulai merokok karena terbiasa melihat anggota 
keluarganya yang merokok. Remaja mempunyai kemampuan terbatas untuk 
membuat keputusan. Menghindarkan keinginan merokok pada anak-anak dan 
remaja serta memberikan perlindungan bagi orang yang tidak merokok menjadi 
hal yang penting untuk menciptakan generasi yang sehat di masa mendatang. 
 
Data konsumsi rokok di dunia cenderung menurun khususnya di negara-
negara maju. Keadaan sebaliknya, di negara-negara berkembang konsumsi rokok 
justru meningkat, karena ketiadaan atau lemahnya  regulasi dan pengawasan. Data 
perbandingan ini membuktikan bahwa menurunnya konsumsi rokok di negara-
negara maju dengan sendirinya membawa peningkatan derajat kesehatan ---baik 
secara individu, keluarga, masyarakat dan negara--- maju secara pesat. 
 
Dari sisi kesehatan, bahaya perilaku merokok sudah merupakan hal yang 
tidak terbantahkan lagi. Hasil penelitian terbaru menunjukkan rokok mengandung 
lebih dari 7.000 zat kimia di mana 69 di antaranya terkonfirmasi merupakan zat 
karsinogenik/pemicu terjadinya kanker/keganasan (Surgeon General, 2010). 
Kandungan terbesar dari rokok adalah nikotin yang bersifat adiktif. Selain itu ada 
banyak zat lain seperti tar, aseton, karbonmonoksida, formalin, dll. Dari sisi medis, 
dampak konsumsi rokok terhadap kesehatan telah diketahui sejak lama. Hal ini 
dibuktikan oleh berbagai data dan fakta yang dimuat dalam ribuan artikel ilmiah. 
Berbagai penelitian dan pengkajian tersebut menunjukkan hubungan kausal antara 
konsumsi rokok dengan terjadinya berbagai penyakit. Menurut penelitian Mathers 
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dan Loncar (2006), berdasarkan data WHO dan Bank Dunia, beberapa penyebab 
utama kematian terkait tembakau adalah: 
1. Kanker (33%), terutama trakea, bronkus, dan kanker paru-paru (18%); 
2. Penyakit kardiovaskular (29%), termasuk penyakit jantung iskemik 
(14%), penyakit serebrovaskular/pembuluh darah otak (8%), dan 
penyakit kardiovaskuler lainnya (4%); 
3. Penyakit pernapasan kronis (29%), terutama terkait dengan penyakit 
paru obstruktif kronik (27%); 
4. Penyakit lain: diabetes mellitus (2%), TB (1%), infeksi saluran 
pernafasan bawah (2%), penyakit pencernaan (3%). 
Merokok juga sudah dinyatakan sebagai faktor resiko berbagai penyakit 
jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), seperti : peripheral vascular 
disease/PVD (penyakit pembuluh darah tepi), aortic aneurysm 
(pelebaran/penggelembungan pembuluh darah aorta), penyakit jantung koroner dan 
stroke. Dua belas persen kematian di China berhubungan dengan rokok (22% penyakit 
saluran pernafasan, 16% penyakit keganasan/kanker dan 9% penyakit pembuluh 
darah). Merokok menyumbang 30% kematian karena kardiovaskular di Asia Tenggara 
dan Pasifik (Niu, et. al, 1998, WHO 2002). 
 
1. Prilaku Merokok Siswa SMU di Kota Banda Aceh 
Jumlah perokok pelajar SMU di Kota Banda Aceh relatif tinggi. Dari 365 siswa 
yang disurvei, sebanyak 41 persen merupakan perokok atau pernah merokok. Sebanyak 
37 persen sebagai perokok aktif yang merokok setiap hari dan 59 persen hanya sebagai 
perokok pada waktu tertentu saja. 
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Gambar 2. Persentase Perokok Siswa SMU (kanan) dan Tingkat Konsumsi Rokok Siswa 
SMU (kiri) 
 
Usia pertama kali merokok siswa SMU di Kota Banda Aceh juga beragam. 
Sebanyak 27 persen siswa merokok pada usia 14 tahun dan 19 persen pada usia 15 tahun. 
Temuan yang mengejutkan bahwa terdapat siswa SMU yang telah mulai mengenal 
rokok/merokok sejak usia dibawah 10 tahun. Sebanyak 4 persen memulai merokok pada 
usia delapan tahun dan bahkan terdapt siswa yang pertama kali mencoba merokok pada 
usia 5, 4 bahkan 2 tahun (lihat Gambar 3). 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi rokok siswa SMU di Kota 
Banda Aceh relatif tinggi karena terdapat siswas yang merokok lebih dari 20 batang 
perhari (lihat Gambar 4). Temuan ini pastinya sangat mengkhawatirkan karena konsumsi 
rokok pada level berapapun memberikan dampak negatif bagi kesehatan siswa. 
Sebanyak 25 persen sampel merokok 5 sampai dengan 10 batang rokok perhari. 
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Gambar 3.  Rata-Rata Usia Pertama Merokok Siswa SMU di Kota Banda Aceh 
 
Pengeluaran belanja rokok siswas SMU juga bervariasi. Sebanyak 50 persen 
siswa mengeluarkan sekitar Rp 10.000,- per hari untuk rokok. Terdapat 36 persen sampel 
perokok yang membelanjakan 10.000 sampai dengan 20.000 untuk rokok per hari. 
 
  
Gambar 4. Konsumsi Rokok Per Hari (kanan) dan Pengeluaran (Rp) Rata-Rata Siswa 
per Hari Untuk Rokok (kiri)  
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Gambar 5. Ayah Perokok (kanan) dan Saudara Kandung Perokok (kiri) 
 
 Orang tua siswa SMU di Kota Banda Aceh juga banyak yang perokok. Sebanyak 
56 persen sampel memiliki ayah yang perokok dan 23 persen memiliki saudara kandung 
perokok. Hasil tabel silang menunjukkan bahwa 91 siswa perokok memiliki ayah yang 
merokok dan 42 siswa perokok memiliki ayah yang tidak perokok (lihat Tabel 3).  Pada 
data silang dengan saudara kandung menunjukkan bawa 208 siswa yang bukan perokok 
memiliki saudara kandung yang juga bukan seorang perokok. 
 
Tabel 3. Tabel Silang Siswa, Ayah, dan Saudara Kandung  
Tentang Status Perokok 
Siswa 
Ayah 
Total 
Saudara Kandung 
Total 
Tidak Merokok Tidak Merokok 
Tidak 142 90 232 208 24 232 
Merokok 42 91 133 86 47 133 
Total 184 181 365 294          71 365 
 
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa menilai terdapat beberapa 
orang/pihak yang dapat mempengaruhi kebiasaaan merokok dikalangan siswa SMU di 
Kota Banda Aceh. Sebanyak 55 persen siswas perokok menilai bahwa orang tua adalah 
pihak yang paling tepat dalam mempengaruhi kebiasaan merokok mereka. 20 persen 
menilai teman akan mampu menghentikan mereka sebagai perokok, sedangkan 22 
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persen menilai gurulah yang mampu menghentikan kebiasaan merokok siswa (lihat 
Gambar 6). 
 
Gambar 6.  Pihak yang Dapat Mempengaruhi Penghentian Kebiasaan Merokok Siswa 
 
2. Keberadaan Iklan Rokok di Lingkungan Dekat Sekolah  
Keberadaan iklan rokok di dekat sekolah masih terjadi di Kota Banda Aceh. Iklan 
rokok tidak hanya berbentuk papan iklan, tetapi juga spanduk. Selain itu, iklan rokok 
juga berbetuk papan nama toko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 67 
persen respoden menilai terdapat papan iklan rokok di dekat likungan sekolah. 
   
Gambar 7. Terdapat Papan Iklan Rokok di Dekat Sekolah (kanan) dan Terdapat Spanduk 
Iklan Rokok di Dekat Sekolah (kiri) 
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Sebanyak 61 persen responden juga menilai bahwa terdapat spanduk iklan rokok 
di dekat sekolah. Kondisi ini sangat memperhatikan dimana siswa dapat dengan mudah 
menjumpai iklan rokok di dekat lingkungan sekolah. Hasil tabel silang menunjukkan 
bahwa 89 siswa perokok menilai bahwa mereka menjumpai papan iklan rokok dekat 
dengan sekolah mereka. Sedangkan 101 siswa merokok menilai bahwa mereka 
menjumpai spanduk iklan rokok dekat dengan SMU. 
 
Tabel 4. Tabel Silang Siswa Perokok dan Keberadaan Iklan Rokok  
di Banda Aceh 
Siswa 
Terdapat Papan  
Iklan Rokok Total 
Terdapat Spanduk   
Iklan Rokok Total 
Tidak Iya Tidak Iya 
Tidak 107 125 232 98 134 232 
Merokok 44 89 133 32 101 133 
Total 151 214 365 130        235 365 
Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa siswa menilai bahwa jenis iklan 
yang sering dijumpai hampir sama yaitu antara papan iklan, poster iklan, dan spanduk. 
Hasil penilaian kemudahan menemukan iklan menunjukkan bahwa 82 persen menilai 
bahwa sangat mudah menjumpai iklan rokok di Kota Banda Aceh (lihat Gambar 8). 
Hasil ini tentunya masih jaudh dari rencana pencapaian kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok di Kota Banda Aceh yaitu membatasi wilayah iklan rokok. 
   
Gambar 8.  Jenis Iklan Rokok yang Sering dijumpai (kanan) dan Penilaian terhadap 
Kemudahan Menemukan Iklan Rokok (kiri) 
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3. Persepsi Siswa Tentang Rokok dan Iklan Rokok 
Penelitian ini juga melihat persepsi siswas tentang iklan rokok di Kota Banda 
Aceh. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa menilai tampilan iklan rokok dapat 
mempengaruhi keputusan mereka untuk menjadi perokok. Bentuk iklan yang semakin 
menarik tidak dapat dipungkiri telah menggugah siswa untuk mencoba merokok. 
Sebanyak 14 persen sampel menilai bahwa tampilan iklan rokok dapat mempengaruhi 
keputusan untuk merokok, dan 36 persen masih belum tahu apakah iklan rokok dapat 
berdampak terhadap perilaku merokok siswa SMU. 
 
  
Gambar 9. Tampilan Iklan Rokok Akan Mempengaruhi Keputusan Merokok (kanan) 
dan Pelarangan Iklan Rokok Menyeluruh di Kota Banda Aceh (kiri) 
 
Terhadap kebijakan pelarangan menyeluruh terhadap iklan rokok, 39 persen 
siswa sangat setuju jika kebijakan ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Bahkan 41 persen 
menunjukan persetujuaj juga, dan jika ditotal maka 80 persen siswa akan mendukung 
pelarang menyeluruh iklan rokok di Kota Banda Aceh. 
Persepsi lain yang dipetakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan bahaya 
rokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 81 persen (294) siswa menyetujui bahwa 
merokok membahayakan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan siswa 
tentang bahaya merokok telah baik. Akan tetapi, temuan yang kontradiktif yaitu bahwa 
terdapat siswa yang meyakini bahwa merokok memberikan dampak positif yaitu 
memudahkan berkonsentrasi. Sebanyak 101 siswa meyakini bahwa merokok membantu 
mereka berkonsentrasi (lihat Gambar 10). 
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Gambar 10.Penggunaan Rokok Berisiko Tinggi Terkena Penyakit (biru) dan Merokok 
Membantu Konsetrasi (kuning) 
 
4. Pengujian Pengaruh Iklan Rokok Terhadap Perilaku Merokok 
Pengujian pengaruh iklan rokok terhadap prilaku merokok siswa di dalam 
penelitian ini dilakukan dengan pendekatan regresi linear. Iklan rokok menjadi variabel 
independen dan merokok menjadi variabel dependen. Untuk memberikan hasil yang 
lebih baik, penelitian ini membagi iklan rokok ke dalam dua jenis yaitu papan iklan 
rokok dan spanduk. 
Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa iklan rokok berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap perilaku merokok siswa SMU di Kota Banda Aceh. Keberadaan 
papan iklan rokok di dekat lingkungan sekolah menyebabkan peningkatan kemungkinan 
siswa merokok sebesar 12.4 persen. Sedangkan keberadaan spanduk menyebabkan 
peningkatan siswa merokok sebesar 18.4 persen. 
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Tabel 3. Pengaruh Iklan Rokok Terhadap Perilaku Merokok Siswa 
Variables Model 1 Model 1 
   
Terdapat Papan Iklan Rokok  0.124**  
 (0.0502)  
Terdapat Spanduk Iklan Rokok   0.184*** 
  (0.0498) 
Constant 0.291*** 0.246*** 
 (0.0371) (0.0379) 
   
Observations 365 365 
R-squared 0.016 0.033 
Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah terjadi perbedaan kerentanan siswa 
menjadi perokok per wilayah penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan 
mengontrol wilayah per sekolah sampel penelitian. Jumlah wilayah penelitian adalah 17 
sekolah yang tersebar di Kota Banda Aceh dengan total 365 siwa menjadi sampel 
penelitian. 
 
Tabel 3. Perbedaan Kerentanan per Wilayah Penelitian 
Variables Model 1 Model 2 
group(var50) = 2 0.202 0.208 
 (0.145) (0.144) 
group(var50) = 3 0.400*** 0.400*** 
 (0.145) (0.144) 
group(var50) = 4 -0.162 -0.127 
 (0.104) (0.103) 
group(var50) = 5 -0.0852 -0.0777 
 (0.105) (0.104) 
group(var50) = 6 0.315** 0.320** 
 (0.149) (0.148) 
group(var50) = 7 0.350** 0.362** 
 (0.146) (0.147) 
group(var50) = 8 0.515*** 0.524*** 
 (0.136) (0.139) 
group(var50) = 9 0.134 0.138 
 (0.133) (0.132) 
group(var50) = 10 -0.162 -0.127 
 (0.104) (0.103) 
group(var50) = 11 0.0521 0.0581 
 (0.134) (0.134) 
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group(var50) = 12 0.271* 0.258* 
 (0.148) (0.145) 
group(var50) = 13 0.306** 0.308** 
 (0.146) (0.145) 
group(var50) = 14 0.313** 0.312** 
 (0.148) (0.147) 
group(var50) = 15 0.473*** 0.474*** 
 (0.146) (0.143) 
group(var50) = 16 0.265* 0.274* 
 (0.146) (0.145) 
group(var50) = 17 0.106 0.116 
 (0.140) (0.140) 
Terdapat Spanduk Iklan Rokok   0.0810 
  (0.0578) 
Terdapat Papan Iklan Rokok 0.0423  
 (0.0585)  
Constant 0.162 0.127 
 (0.104) (0.103) 
   
Observations 365 365 
R-squared 0.192 0.196 
Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kerentanan siswa 
merokok per wilayah penelitian. Kerentanan tertinggi yaitu adanya wilayah dengan 
kecenderungan siswa merokok sebesar 51.5 persen dibandingkan dengan wilayah 
lainnya, sedangkan kecenderungan terendah yaitu 26.5 persen. 
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BAB III 
EVALUASI DAN ANALISIS 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 
 
Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang- undangan 
dan merupakan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat 
ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan 
landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang dimaksud 
dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala 
Daerah”. Definisi lain Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Republik Indonesia tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan 
Republik Indonesia yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kota. 
Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi dan tugas pembantuan serta merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah14. Sesuai ketentuan Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah 
dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
Kawasan Tanpa Rokok secara langsung maupun tidak langsung, baik peraturan 
nasional maupun daerah, diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi 
dan kondisi yang diinginkan ditinjau dari peraturan perundang-undangan.  
Gambaran tersebut antara lain mengenai : 
                                                        
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Pasal 136. 
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1. dasar pertimbangan diperlukannya Rancangan Peraturan Walikota mengenai 
Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian 
Tempat Penjualan Rokok; 
2. konsepsi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Walikota mengenai Larangan 
Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian Tempat 
Penjualan Rokok telah mempertimbangkan kondisi saat ini dan kebutuhan di 
masa mendatang; 
3. materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Walikota 
mengenai Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship dan 
Pengendalian Tempat Penjualan Rokok telah mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan baik nasional maupun daerah yang ada secara akademik. 
Hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan KTR, baik tingkat Pusat maupun Daerah 
terutama dalam mengidentifikasi masalah terkait KTR. 
Setelah dilakukan pencermatan, terdapat peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar dari pembentukan peraturan walikota Larangan Iklan, Reklame, 
Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok di Kota 
Banda Aceh Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara  lain adalah: 
1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “setiap orang berhak hidup 
sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal , dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 
ini menjelaskan hak yang dapat diperoleh warga negara.15 
2. Pasal 9 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Pasal 
ini menjelaskan hak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat adalah hak dari 
setiap orang.16 
3. Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
“Pemerintah Daerah wajib menentapkan kawasan tanpa rokok di wilayahya.” 
Sesuai dengan ayat 1 “Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar 
mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat 
kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.” Pasal ini 
                                                        
15 Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 
16 Pasal 9 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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menjelaskan adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan 
berkaitan dengan KTR.17 
4. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan 
Rokok Bagi Kesehatan “Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa 
rokok didaerahnya” pasal ini menjelaskan kewenangan yang diberikan oleh 
Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KRT) yang harus 
segera di implementasikan dengan membuat peraturan daerah masing-masing 
kota maupun Kota agar KTR dapat terealisasikan.18 
5. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan 
Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif “Dalam rangka penyelenggaraan 
pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau 
bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib mewujudkan 
Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 
Tahun 2012 tentang pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif 
“Pemerintah Daerah wajib penetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya 
dengan Peraturan Daerah. Pasal ini juga menjadi dasar kewenangan untuk 
membuat Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).19 
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/945/SJ tanggal 17 April 2008 
perihal Peringatan Hari Tanpa Tembakau sedunia dan Larangan Merokok di 
tempat Umum dan Ruang Kerja.
20
 
7. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/745/Bangda Perihal 
Penerapan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Daerah 
Setelah dievaluasi berdasarkan substansi pokok pengaturan mengenai KTR, 
beberapa peraturan perundang-undangan juga mengamanahkan agar penetapan 
kawasan tanpa rokok dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan  
 Daerah. Hasil evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut sebagai 
berikut: 
                                                        
17 Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
18 Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi 
Kesehatan 
19 Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan 
Bahan yang mengandung Zat Adiktif 
20 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/945/SJ 
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No. 
Peraturan Perundang- 
undangan 
Pasal yang 
mengatur 
Substansi pengaturan 
 
1. 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang 
Kesehatan 
Pasal 115 ayat (2) 
Pemerintah Daerah wajib menetapkan  
kawasan tanpa rokok 
di wilayahnya 
 
2 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 
Tahun 2012 Tentang Pengamanan 
Bahan Yang Mengandung Zat 
Adiktif Berupa Produk Tembakau 
Bagi Kesehatan 
Pasal 6, Pasal 49 
dan Pasal 52 
Pemerintah dan Pemerintan Daerah sesuai 
kewenangannya bertanggungjawab 
mengatur, menyelenggarakan, membina, 
dan mengawasai pengamanan bahan yang 
mengandung zat adiktif berupa Produk 
Tembakau bagi 
kesehatan. 
 
 
3 
Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 
Tentang Pengamanan 
Rokok Bagi Kesehatan 
Pasal 25 
Pemerintah Daerah wajib penetapkan 
Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya 
4 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 
Tahun 2012 Tentang Pengamanan 
Bahan Yang Mengandung Zat 
Adiktif Berupa Produk Tembakau 
Bagi Kesehatan 
Pasal 49 
Dalam rangka penyelenggaraan 
pengamanan bahan yang mengandung Zat 
Adiktif berupa Produk Tembakau bagi 
kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah Wajib mewujudkan Kawasan Tanpa 
Rokok. 
5 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 109 Tahun 2012  Tentang 
Pengamanan Bahan Yang 
Mengandung Zat Adiktif Berupa 
Produk Tembakau Bagi Kesehatan 
Pasal 52 
Menyatakan Pemerintah Daerah  wajib 
menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di 
wilayahnya dengan Peraturan Daerah. 
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BAB IV 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 
A. Landasan Filosofis 
Terlindunginya penduduk Kota Banda Aceh dari bahaya akibat paparan 
zat beracun asap rokok orang lain adalah hak hidup manusia yang paling 
fundamental. Di Kota Banda Aceh, pemahaman akan hak individu untuk 
mengisap udara bersih yang bebas dari asap rokok, masih belum merata di 
masyarakat. Hak orang menikmati udara sehat adalah hak konstitusional, dalam 
arti hak tersebut ditempatkan dalam peraturan yang tertinggi di Indonesia. Pasal 
28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: 
”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan”. Pemenuhan akan hak tersebut merupakan suatu 
keharusan, dalam arti pemerintah seharusnya memaksimalkan upaya 
pemenuhan atas hak tersebut. 
Sistem perlindungan kesehatan kepada warga Kota Banda Aceh terhadap 
bahaya asap rokok yang saat ini merupakan agenda yang mendesak sehingga 
nantinya ada perangkat hukum yang diperlukan untuk menciptakan Kota 
Banda Aceh 100% bebas asap rokok. Karena itu, strategi penyempurnaan yang 
paling tepat adalah dengan mengesahkan sebuah peraturan walikota baru yang 
tidak hanya mengategorikan rokok sebagai materi yang berbahaya bagi 
kesehatan, tetapi juga mampu mendefinisikan denda dan sanksi yang rasional 
bagi pelanggar, dan mampu mengawal penerapan peraturan Larangan Iklan, 
Reklame, Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan 
Rokok. 
B. Dasar Sosiologis 
Asap rokok adalah human carcinogen atau penyebab kanker pada manusia 
karena mengandung 7.000 bahan kimia berbahaya, yang 69 di antaranya 
penyebab kanker. Asap rokok terdiri dari asap utama yang dihisap oleh perokok 
dan asap sampingan yang keluar dari ujung rokok yang menyala dan bertebaran 
di udara. 
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Di ruangan tertutup, partikel racun akan menempel di dinding, karpet, 
lantai, dan benda-benda di sekitar, yang akan terhirup oleh orang lain. Demikian 
pula yang terjadi di ruang khusus untuk merokok di tempat-tempat umum 
tertutup. Sekalipun ruang-ruang itu dilengkapi dengan ventilasi atau penyaring 
udara, perlengkapan ventilasi atau penyaring udara ini terbukti tidak efektif 
menyedot racun. 
Pembuatan ruang merokok di tempat umum tertutup sebenarnya tidak 
memberikan perlindungan sesungguhnya bagi non perokok karena kontaminasi 
asap rokok dapat menyebar melalui AC sentral atau pun melalui buka-tutup 
pintu. Pembagian ‘smoking’ dan ‘non smoking’ area di satu ruang yang sama 
juga merupakan tindakan sia-sia karena tetap saja asap rokok menyebar ke 
mana-mana termasuk ke ruang ‘non smoking’ tersebut. Di samping itu, tidak 
ada batas aman bagi paparan asap rokok orang lain. Orang non perokok yang 
ikut mengisap asap rokok orang lain juga memiliki risiko yang sama bahkan 
lebih jika dibandingkan dengan perokok yang aktif. 
Sikap permisif terhadap perilaku merokok di sembarang tempat tanpa ada 
aturan yang membatasi, membuat perokok merasa berhak merokok di mana-
mana tanpa merasa bahwa dirinya telah melanggar hak orang lain. Sebagian 
besar dari mereka memang tidak tahu atau tidak pernah percaya bahwa asap 
rokoknya membahayakan orang lain, sementara sebagian lagi tidak peduli 
karena selama bertahun-tahun dimanjakan oleh lingkungan untuk mengepulkan 
asap rokok di mana pun dan kapan pun. 
Ketika masyarakat belum sepenuhnya memahami risiko bahaya asap 
rokok orang lain, Pemerintah berkewajiban menegakkan peraturan yang efektif 
melindungi warganya. Keseriusan pemerintah dapat ditengarai dengan upaya 
kampanye berkesinambungan meningkatkan pemahaman masyarakat, 
kerjasama dengan pengelola tempat umum dan tempat kerja untuk melakukan 
pemantauan setempat dan tindakan lain yang diperlukan. 
Mengubah kebiasaan membutuhkan waktu dan ketekunan yang dapat 
didorong melalui upaya hukum sampai terciptanya norma yang diinginkan. 
Perlindungan efektif akan diperoleh ketika masyarakat sendiri paham akan hak 
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hidupnya dan secara aktif melakukan tindakan melindungi diri-sendiri dan 
lingkungannya dari asap rokok orang lain dengan mengingatkan para perokok 
untuk merokok di luar gedung, atau di udara terbuka. 
Peraturan Walikota yang baru ini nantinya diharapkan akan mampu 
mengisi kekosongan hukum yang selama ini selalu dimanfaatkan oleh para 
pelanggar sehingga upaya mewujudkan warga Kota Banda Aceh dapat 
menikmati kehidupan yang sehat tanpa asap rokok. 
Statistik konsumsi rokok dunia pada 2014 kembali meneguhkan posisi 
Indonesia sebagai salah satu negara konsumen rokok terbesar sejagat. 
Konsumsi rokok dunia mencapai 5,8 triliun batang, 240 miliar batang (4,14 
persen) di antaranya dikonsumsi oleh perokok Indonesia. Angka konsumsi 
rokok ini menempatkan Indonesia sebagai negara pengkonsumsi rokok terbesar 
ke empat dunia setelah China (2,57 triliun batang), Rusia (321 miliar batang), 
dan Amerika Serikat (281 miliar batang) (Koran Tempo, 30 September). 
Statistik konsumsi rokok masyarakat Indonesia tersebut nampaknya 
sejalan dengan tingginya prevalensi merokok di tanah air. Hasil Global Adult 
Tobacco Survey (GATS) pada 2011 memperlihatkan bahwa jumlah pengguna 
tembakau, baik berupa rokok maupun penggunaan lainnya tanpa asap 
(smokeless form), mencapai 61 juta orang atau mencakup sekitar 36 persen dari 
total penduduk Indonesia. 
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menemukan bahwa 
prevalensi perokok di Aceh pada penduduk usia di atas 10 tahun sebesar 28,8 
persen. Namun yang memprihatinkan, prevalensi merokok pada remaja (10-18 
tahun) di Indonesia sejak tahun 2013 terus meningkat. Berdasarkan Riskesdas 
2013 tercatat sebesar 7,2 persen, lalu meningkat menjadi 8,8 persen dalam 
Sirkesnas 2016. Persentase itu melonjak menjadi 9,1 persen pada Riskesdas 
2018. 
Kota Banda Aceh, ibukota provinsi Aceh, yang saat ini menduduki 
menduduki peringkat kelima jumlah perokok nasional (Riskesdas, 2013). 
Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh tahun 2016, 
kota Banda Aceh dengan populasi penduduk sebesar 259.913 jiwa, memiliki 
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jumlah perokok sebesar 41% yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 
(Riskesdas, 2013). Dengan komposisi perokok laki-laki sebesar 27.83%, dan 
0.18% perokok perempuan (Statistik, 2016).  Berdasarkan Riskesdas (2007), 
persentase perokok tiap hari pada remaja usia di atas 10 tahun di kota Banda 
Aceh mencapai 44% (kelompok usia 15-19 tahun) 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melaporkan 
96,4 persen dari penerimaan cukai disumbangkan dari cukai rokok, sebesar Rp 
139,5 Triliun pada tahun 2015. Di sisi lain, menurut data dari Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan kerugian makro 
ekonomi yang ditimbulkan akibat konsumsi rokok pada tahun 2015 terdiri dari 
kerugian kehilangan tahun produktif (morbiditas,disabilitas, dan kematian dini) 
sebesar Rp 374.06 Triliun, Kerugian Belanja kesehatan total (rawat inap) 
sebesar Rp 13.67 Triliun, kerugian Belanja Kesehatan Total (rawan jalan) 
sebasar Rp 0.05 Triliun , dan Kerugian belanja Rokok senilai Rp 208.83 Triliun. 
Total dari kerugian tersebut senilai Rp 596.61 Triliun. Angka tersebut sangat 
berbeda dengan angka penerimaan cukai rokok yang hanya sebesar Rp 139, 5 
Triliun saja. 
WHO (World Health Organization) juga mengungkapkan data akibat 
dari konsumsi rokok di Indonesia yang menyebutkan bahwa konsumsi 
tembakau telah membunuh sebanyak 225.720 orang setiap tahunnya angka 
tersebut menyumbangkan 14, 7 % dari angka semua kematian yang berada  di 
Indonesia.21 
Pada saat ini, angka konsumsi rokok di Indonesia mencapai 15% 
pengeluaran pada kelompok keluarga berpenghasilan paling rendah. Ini angka 
yang sangat mengkhawatirkan. Fakta tersebut jelas kontras, mengingat jumlah 
masyarakat miskin di Kota Banda Aceh hingga bulan September 2019 
jumlahnya mencapai 810.000 jiwa. 
C. Dasar Yuridis 
Dalam rangka mengendalikan penyakit akibat merokok dan paparan asap 
                                                        
21 Factsheet 2018 INDONESIA . World Health Organization. Sheet 1. 
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rokok serta mempercepat dan mensinergikan tindakan upaya promotif dan 
preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas pendudukan dan 
menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan Pemerintah telah 
mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat 
Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Berdasarkan Pasal 115 ayat 
(2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 memerintahkan Pemerintah      
daerah      wajib      menetapkan      kawan      tanpa      rokok diwilayahnya.  
Pengaturan kawasan tanpa rokok kemudian diatur dialam Pasal 115 ayat (1) 
yang meliputi: 
1. Fasilitas pelayanan kesehatan; 
2. Tempat proses belajar mengajar; 
3. Tempat anak bermain; 
4. Tempat ibadah; 
5. Angkutan umum; 
6. Tempat kerja; dan 
7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 
Regulasi lebih lanjut yang mewajibkan pemerintah daerah untuk 
mewujudkan Kawasan Tanpa Rakok diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah 
109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif 
berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang menyatakan: 
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung 
jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi 
pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk 
Tembakau bagi kesehatan” 
Selanjutnya Pasal 49 Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau 
bagi Kesehatan yang menyatakan: 
“Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung 
Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok” 
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Selanjutnya pasal 52 menyatakan: 
“Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok 
diwilayah dengan Peraturan Daerah” 
 
 
Sebagai konsekuensi dan pengaturan tersebut, agar memiliki daya atur, 
daya ikat, dan daya paksa. Kewajiban mewujudkan dan menetapkan     
Kawasan       Tanpa       Rokok       yang       semula adalah 
Responsibility/Voluntary (tanggung jawab non hukum) berubah menjadi 
Liability (tanggung jawab hukum) dalam artian, mewujudkan dan menetapkan 
kawasan tanpa rokok menjadi objek hukum yang dapat diikat dan dipaksakan, 
dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan konsekuensi hukum sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
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BAB V 
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, 
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 
 
A. LANDASAN KONSTITUSIONAL 
Konstitusi mengamanatkan pemikiran para Founding Fathers Republik 
Indonesia untuk ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, sebagaimana termaktub 
dalam Pembukaan Alinea ke-empat, Undang Undang Dasar Negara Kesatuan 
RI 1945, sebagai amanat yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara Negara. 
Penyelenggara Negara harus melaksanakan seluruh amanat Konstitusi tersebut, 
Bersamsama dengan berbagai Undang Undang turunannya,terutama yang men
yangkut: Kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi 
manusia yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (Republik 
Indonesia, 1945) serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. 
Pasal 28H Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan. 
Pasal 28J ayat 1 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang 
lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
 
B. DASAR PERTIMBANGAN 
Dasar pertimbangan  perlunya peraturan Larangan Iklan, 
Reklame, Promosi dan Sponsorship dan Pengendalian Tempat Penjualan 
Rokok adalah: Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. 
1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
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TAHUN 1945 
a) Pembukaan alinea keempat 
Kemudian dari pada itu  untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa  Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan      
umum,      mencerdaskan      kehidupan       bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial,  maka  disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indon
esia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia,  
yang terbentuk  dalam suatu susunan Negara Republik  Indonesia  yang  
berkedaulatan  rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha 
Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
b) Pasal 28H 
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan. 
c) Pasal 28J ayat (1) 
Setiap   orang   wajib   menghormati   hak   asasi   manusia    orang   lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
 
2. UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN  1999  TENTANG  HAK  ASASI  
MANUSIA 
a) Bab III, Pasal 9 ayat (3); Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat. 
b) Bab III, Pasal 52; Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang 
tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi 
manusia dan untuk kepentingannya 
hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan  sejak  dalam 
kandungan. 
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c) Bab III, Pasal 53 ayat (1); 
Setiap anak  sejak  dalam  kandungan   berhak   untuk hidup, 
mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf 
kehidupannya. 
d) Bab IV, pasal 69 ayat (1); 
Setiap warga  negara  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang 
lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
e) Bab IV, pasal 69 ayat (2); 
Setiap hak  asasi  manusia  seseorang   menimbulkan   kewajiban dasar 
dan  tanggung  jawab  untuk  menghormati  hak  asasi  orang lain secara 
timbal-balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, 
melindungi, menegakkan, dan memajukannya. 
 
3. UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN 
Amanat Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Pasal 115 ayat 
(1)Kawasan Tanpa Rokok antara lain: 
a. fasilitas pelayanan kesehatan; 
b. tempat proses belajar-mengajar; 
c. tempat anak bermain; 
d. angkutan umum; 
e. tempat kerja; dan 
f. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 
Pasal 115 ayat (2); Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa 
rokok di wilayahnya. 
 
4. PERATURAN PEMERINTAH NO 109 TAHUN 2012 TENTANG 
PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA 
PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN 
a) Pasal 6 yang menyatakan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai 
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kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, 
membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat 
Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan”. 
b) Pasal 49 Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan 
Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi 
Kesehatan yang menyatakan: “Dalam rangka penyelenggaraan 
pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa
produk tembakau bagi kesehatan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib 
mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok” 
c) Pasal 52 menyatakan: “Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan 
Tanpa Rokok diwilayah dengan Peraturan Daerah” 
 
C. SISTEMATIKA RAPERWAL LARANGAN IKLAN, REKLAME, PROMOSI 
DAN SPONSORSHIP DAN PENGENDENDALIAN TEMPAT PENJUALAN 
ROKOK 
1. Bab I Ketentuan Umum 
Ketentuan umum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, 
berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang 
digunakan dalam peraturan, dan atau hal-hal bersifat umum yang berlaku 
bagi pasal–pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud, dan tujuan. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, Rancangan 
Peraturan Walikota Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship 
dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok ini memuat ketentuan umum 
yang dirumuskan sebagai berikut: 
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.  
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh 
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh 
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh 
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 
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8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kota Banda Aceh 
9. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh 
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Banda Aceh  
11. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga 
Kota Banda Aceh  
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Banda Aceh 
13. Satuan Tugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok adalah Satgas 
Pengawas KTR 
14. Satgas Pengawas KTR adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh atau 
individu yang ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh  
15. Rokok adalah salah satu produk atau olahan tembakau yang 
dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, 
termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik 
(electronic nicotine-delivery system) sisha atau bentuk lainnya yang 
dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan 
spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin 
dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 
16. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan 
dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau 
penggunaan rokok.  
17. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, 
memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau 
tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi 
konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan. 
18. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut 
bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial 
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau 
memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik 
perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang 
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ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar oleh 
masyarakat umum.  
19. Media luar ruang adalah segala benda yang diletakkan diletakkan di 
luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas 
proses produksi dan peredaran Produk Tembakau antara lain papan 
reklame, billboard, display, baliho, poster, megatron, stiker, 
spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon 
udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, 
halte, dan sarung ban. 
20. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang 
menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri 
dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 
tanggungannya. 
21. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan 
dan/atau ditempatkan. 
22. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau 
penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik 
minat beli konsumen. 
23. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi 
langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, 
dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau 
perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk 
tembakau atau penggunaan produk tembakau. 
24. Pengedalian Tempat Penjualan Rokok adalah kegiatan yang 
berkaitan dengan pengaturan larangan dan kewajiban dalam menjual 
produk rokok seperti dilarang menjual dengan mesin otomasti dan 
memajang produk rokok.  
25. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan atau area yang 
diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada dalam 
Kawasan Tanpa Rokok. 
26. Rumah adalah suatu bangunan dan atau ruangan yang didalamnya 
tinggal anggota keluarga. 
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27. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi 
masyarakat.  
28. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau 
terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang 
sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan 
dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.  
29. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan 
untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau 
pelatihan.  
30. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya kesehatan.  
31. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk 
kegiatan anak–anak.  
32. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan 
keagamaan.  
33. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat 
berupa kendaraan darat dan air.  
34. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk 
badan hukum maupun tidak. 
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau 
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, 
atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap 
serta bentuk badan lainnya.  
36. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah 
orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau 
bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang 
ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.  
37. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas 
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dan tanggung jawab dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, 
perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah. 
Bagian Kedua, Maksud dan Tujuan 
a. Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan untuk 
melindungi masyarakat Banda Aceh khususnya generasi muda dari 
pengaruh Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship Rokok di semua 
Kawasan di Kota Banda Aceh. 
b. Tujuan disusunnya Peraturan Walikota  adalah: 
1) Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota sehat dan Ramah Anak; 
2) memberikan perlindungan dari bahaya rokok dan asap rokok bagi 
perokok aktif dan/atau perokok pasif; 
3) melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan 
hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi 
untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang 
mengandung zat adiktif berupa produk tembakau; 
4) melindungi masyarakat khususnya kelompok rentan antara lain bayi, 
balita, ibu hamil dan lanjut usia, terhadap resiko ancaman gangguan 
kesehatan akibat asap rokok; 
5) melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk 
merokok baik langsung maupun tidak langsung; 
6) memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi 
masyarakat; 
7) menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari rokok dan 
asap rokok; 
8) memenuhi rasa aman dan nyaman warga; 
9) meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan 
10) menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula; 
11) menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian akibat asap rokok 
dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. 
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3. Bab II Pengawasan 
1. Pengawasan Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship Rokok di kota 
Banda Aceh  dilaksanakan secara non justicia dan justiciar. 
2. Pengawasan non justicia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Satgas Pengawasan KTR dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang 
tentukan oleh Peraturan Daerah, Adapaun dalam bentuk: 
a) persuasif berupa himbauan dan/atau teguran 
b) meminta menunjukkan bukti identitas setiap orang yang melakukan 
pelanggaran dan mencatatnya dalam catatan pelanggaran; 
c) meminta keterangan dan surat pernyataan dari setiap orang yang 
melakukan pelanggaran; 
d) teguran tertulis kepada pelaku dan/atau instansi/lembaga/perusahaan; 
e) Pemberhentian kegiatan sementara; dan 
f) Pencabutan Izin usaha dan Kegiatan . 
 
3. Satgas Pengawasan KTR dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), melibatkan unsur-unsur: 
a) Perangkat daerah yang membidangi urusan: 
1) Kesehatan; 
2) Lingkungan hidup; 
3) Pendidikan; 
4) Perhubungan 
5) Perindustrian dan perdagangan; 
6) Hubungan masyarakat 
7) Satuan Polisi Pamong Praja; 
8) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan 
9) Perangkat lain yang terkait. 
b) Unsur lain yang terkait. 
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan (3) antara lain: 
a) Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 
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b) Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar dan Arena Kegiatan Anak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3); 
c) Kepala Dinas Sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); 
d) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (5); 
e)  Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) 
dan  tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut maupun udara;  
f)  Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7). 
g) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, 
minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan  
pertokoan; 
h) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap tempat umum berupa Hotel, Restoran, rumah makan, 
jasa boga, bioskop,Tempat Wisata dan Kolam Renang; 
i) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6; 
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah 
Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja 
yang  menjadi tanggung jawabnya. 
6. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi. 
 
4. Bab III Larangan dan Pengendalian 
a. Setiap orang dan badan dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan 
memberikan sponsor rokok di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. 
b. Orang, lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di wilayah Kota Banda Aceh 
56  
dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok yang diperjual 
belikan serta dilarang untuk menuliskan disini tersedia dan atau menjual rokok. 
1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian terhadap 
pemasangan iklan dan/atau reklame produk tembakau yang dilakukan pada 
media dalam dan luar ruang diseluruh wilayah tidak hanya pada kawasan 
tanpa rokok. 
2) Pengendalian Iklan Produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
juga dilakukan pada media cetak, media penyiaran dan media teknologi 
informasi yang berada diwilayah kota Banda Aceh  
3) Pengendalian Reklame Produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a) Reklame papan/ billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya; 
b) Reklame kain; 
c) Reklame melekat atau stiker; 
d) Reklame selebaran; 
e) Reklame berjalan termasuk pada kendaraan; 
f) Reklame udara; 
g) Reklame apung; 
h) Reklame suara; 
i) Reklame film/slide; 
j) Reklame peragaan. 
4) Tidak termasuk reklame yang dikendalikan sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) adalah label/merek produk yang melekat pada barang yang 
diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis 
lainnya. 
 
Pengendalian Promosi Rokok 
a. Pemerintah berwenang melakukan pengendalian Promosi rokok diseluruh 
wilayah kota Banda Aceh tidak hanya pada kawasan tanpa rokok. 
b. Ketentuan pengendalian Promosi Produk Rokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sebagai berikut: 
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1) Tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah Produk 
Rokok, atau produk lainnya yang dikaitkan atau ada kaitannya dengan 
dengan Produk rokok; 
2) tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk rokok; 
3) tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Rokok pada suatu kegiatan 
lembaga dan/atau perorangan. 
4) Tidak dapat melibatkan anak usia dibawah 18 tahun dan wanita hamil dalam 
kegiatan promosi produk rokok. 
5) Tidak menampilkan produk rokok pada kegiatan promosi tersebut diatas. 
 
Peran Serta Masyarakat 
a. Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap 
Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship Rokok dan Pengendalian 
Tempat Penjualan Rokok. 
b. Peran serta masyarakat bisa diwujudkan dalam dalam bentuk: 
1) memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan 
penentuan kebijakan yang terkait dengan Larangan Iklan, Reklame, 
Promosi dan Sponsorship Rokok dan Pengendalian Tempat Penjualan 
Rokok; 
2) melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang 
diperlukan; 
3) ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta 
penyebarluasan informasi kepada masyarakat; 
4) melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran. 
c. Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang 
terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok, Larangan Iklan, Reklame, Promosi dan 
Sponsorship Rokok dan Pengendalian Tempat Penjualan Rokok. 
d. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung 
kepada/melalui SKPD terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk 
penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media 
komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya). 
e. Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan 
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dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
f. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kota Banda Aceh bebas iklan, 
reklame, promosi dan sponsorship rokok  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ 
lembaga/organisasi maupun individu/perorangan. 
g. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil 
tindakan atas laporan. 
 
5. Bab IV Pembinaan dan Pengawasan 
a. Dalam rangka mewujudkan Kota Banda Aceh  bebas iklan, reklame, promosi 
dan sponsorship rokok dan pengendalian tempat penjualan rokok, Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh 
berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan. 
b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan 
penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan 
Tanpa Rokok. 
c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan 
atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dan 
diluar Kawasan Tanpa Rokok. 
d. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi. 
e. Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Banda Aceh bebas dari iklan, 
reklame promosi dan sponsorship rokok dilaksanakan secara persuasif dan 
represif. 
f. Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Banda Aceh bebas dari iklan, 
reklame promosi dan sponsorship rokok dilaksanakan secara persuasif dan 
represif. 
g. Satuan Tugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan/atau Satuan Kerja 
Perangkat Dareah mempunyai tugas: 
1) menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan 
Tanpa Rokok; 
2) menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap larangan iklan, 
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reklame, promosi dan sponsorsip rokok; 
3) menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap pengendalian 
tempat penjualan rokok seperti penggunaan mesin layanan otomatis 
dan/atau pemajangan produk rokok; 
4) membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana 
kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, 
tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum 
ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok; 
5) melaksanakan pengawasan atau inspeksi mendadak (sidak) terhadap 
Kawasan Tanpa Rokok dan tempat yang dilarang untuk kegiaatan iklan, 
reklame, promosi dan sponsorsip rokok serta tempat penjualan rokok yang 
dilarang sebagaimana poin nomor c tersebut diatas; 
6) membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran 
yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; 
7) melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota. 
h. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas 
Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu 
yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok. 
i. Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa 
Rokok dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok. 
j. Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-
waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Satuan Tugas Pengawas Kawasan Tanpa 
Rokok atau Pejabat yang berwenang. 
k. Format Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 
dan ayat (5) dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 
 
6. Bab V Sanksi Administrasi 
a. Lembaga dan perorangan  melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 
10, Pasal 11, dan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa: 
1) peringatan tertulis;  
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2) penghentian sementara kegiatan; 
3) pembongkaran iklan, dan/atau reklame produk tembakau; dan 
4) pencabutan izin. 
b. Tata cara pemberian Sanksi Administratif: 
1) Peringatan tertulis bagi Lembaga dan perorangan yang melanggar pasal ; 
2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, 
belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan 
tertulis, maka diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan dan 
pembongkaran iklan, dan/atau reklame produk tembakau. 
3) Apabila dalam waktu 2 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, 
belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan 
tertulis, maka diberikan sanksi berupa pencabutan izin. 
c. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan oleh 
Walikota Banda Aceh atau Pejabat  yang berwenang. 
 
7. Bab VI Ketentuan Penutup 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh 
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